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This research discusses the 
optimizing of wakaf management system 
implementation at the Wakaf Foundation of 
Indonesian Muslim University (UMI) 
Makassar with a research focus on how the 
activity of wakaf fundraising and 
endowments, the development of wakaf 
assets, as well as the interpretation of 
compliance with the Law No. 41 of 2004 
on the management of wakaf at Wakaf 
Foundation of UMI Makassar. The results 
show that the fundraising and endowments 
that occurred in the Wakaf Foundation of 
UMI Makassar are similar to the cash 
wakaf fundraisingsystem, which in its 
implementation is still within the 
foundation's internal domain and has not 
touched the external one yet. The 
management of wakaf atthe Wakaf 
Foundation of UMI Makassar is also not 
fully in accordance with the Law of the 
Republic of Indonesia Number 41 of 2004 
on wakaf since it lacks of cooperation with 
the Islamic Financial Institutions (LKS) in 
terms of the collection and management of 
wakaf, also lacks of cooperation with 
theRegistrarOfficials of Wakaf Statement 
(PPAIW) in the creation of wakaf statement 
certificate. Nevertheless, the researcher 
appreciates the Wakaf Foundation of UMI 
Makassar which has optimized its wakaf 
fund/asset although it is still within the 
internal scope of the foundation. 
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Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal 
sejak masa kenabian Rasulullah saw, 
karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw 
hijrah ke Madinah pada tahun kedua 
Hijriyah. Pelaksanaan wakaf adalah dimana 
Rasulullah saw mewakafkan tanahnya yang 
ditandai dengan pembangunan Masjid 
Quba‟, yaitu masjid yang dibangun atas 
dasar takwa sejak dari pertama dan telah 
menjadi cikal bakal wakaf pertama dalam 
Islam untuk kepentingan agama. (Huda, 
2015: 79-80) 
Wakaf  sebagai  satu  instrumen 
ekonomi  dalam  kehidupan  Muslim  yang 
mempunyai tujuan untuk menyejahterakan 
masyarakat.  Wakaf  juga  dipandang 
sebagai  bentuk  instrumen  unik  yang 
lebih  mendasarkan  pada  unsur  kebajikan 
(al-birr),  kebaikan  (ihsan)  dan  
persaudaraan (ukhuwah), sehingga  
mengeluarkan wakaf  selain  beribadah  
juga  mempunyai dimensi  membantu  
saudara  yang membutuhkan. (Darwanto, 
2012:2) Melihat penggunaan wakaf sebagai 
salah satu sumber daya pendanaan sosial, 
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pendidikan, dan kesehatan, wakaf dapat 
dijadikan alternatif untuk penguatan 
ekonomi masyarakat.Dengan adanya 
lembaga pengelolaan wakaf yang 
profesional tentunya dapat mendukung 
pemberdayaan wakaf guna kemaslahatan 
umat.Perluasan harta benda yang bisa 
diwakafkan telah memberikan efek positif 
bagi pengelolaan wakaf. Semakin 
beragamnya harta yang dapat diwakafkan 
dan manajemen pengelolaan wakaf yang 
profesional akan memperkuat peran wakaf 
dalam penguatan ekonomi masyarakat. 
Sejarah telah mencatat bahwa pada 
masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga 
wakaf yang terkenal dengan “Shadr al-
Wuquf” yang mengurus administrasi dan 
memilih staf pengelola lembaga 
wakaf.Selanjutnya, pada masa dinasti 
Ayyubiyah di Mesir mewakafkan tanah 
milik negara kepada yayasan sosial.Hal ini 
terus berkesinambungan, sebagaimana 
dilakukan oleh Universitas al-Azhar Mesir 
yang telah berumur 1000 tahun dengan 
biaya wakaf. Bahkan di Inggris seperti 
Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola 
dana wakaf tunai, dapat mengumpulkan 
wakaf tunai setiap tahun sekitar 30 juta 
poundsterling atau Rp. 600 miliar melalui 
penerbitan sertifikat wakaf tunai. 
(Kementerian Agama RI, 2013:5) 
Wakaf merupakan pranata dalam 
keagamaan Islam, wakaf termasuk ke 
dalam kategori ibadah kemasyarakatan 
(ibadah ijtima’iyyah).Sepanjang sejarah 
Islam, wakaf merupakan sarana dan modal 
yang amat penting dalam memajukan 
perkembangan agama. Di Indonesia, wakaf 
telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat 
Islam sejak Islam masuk di Indonesia. 
Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah 
menjadi salah satu penunjang 
perkembangan masyarakat Islam. 
(Kementerian Agama RI, 2005:1-2) 
Perkembangan institusi wakaf saat ini 
tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan 
Islam di Nusantara. (Syarjaya, 2009:247) 
Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, 
sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya 
komunitas-komunitas muslim di beberapa 
daerah di Nusantara. Lembaga wakaf 
muncul bersamaan dengan lahirnya 
masyarakat muslim sebagai sebuah 
komunitas keagamaan yang ada pada 
umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas 
peribadatan dan pendidikan untuk 
menjamin kelangsungannya. Fasilitas-
fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara 
berwakaf, baik berupa wakaf tanah, 
bangunan, maupun aset wakaf lainnya. 
Gambaran tentang praktik wakaf di 
Indonesia dilukiskan, seperti fenomena 
masjid sebagai sebuah harta wakaf.Harta 
wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, 
digadaikan, diwariskan, dan 
dihadiahkan.Hal ini disebabkan, masjid itu 
mempunyai sifat wakaf yang abadi dan 
langgeng.Artinya, masjid itu selama-
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lamanya harus digunakan untuk beribadah 
umat Islam.Sebuah masjid tidak boleh 
dibongkar kecuali dengan tujuan 
pembongkaran dan tidak boleh 
dipindahkan.Jika ada sebuah tempat yang 
memiliki masjid kemudian ditinggalkan 
oleh penduduknya sehingga masjid itu 
tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka 
dilarang juga untuk dibongkar. 
Fenomena awal perkembangan 
perwakafan di Indonesia sebagaimana 
gambaran di atas masih menguat hingga 
sekarang.Walaupun sudah mulai 
berkembang beberapa naziratau lembaga 
pengelola wakaf yang ada, tetapi 
perkembangan wakaf saat ini terasa tidak 
sebanding dan sangat kurang dengan 
harapan dan misi utama wakaf 
sendiri.Harapan itu adalah dapat 
berkontribusi untuk perkembangan dan 
pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. 
(Huda, 2015:1-2) 
Menurut Hashmi, manajemen 
lembaga wakaf yang ideal menyerupai 
manajemen perusahaan (coorporate 
management). Dalam pengelolaan wakaf, 
peran kunci terletak pada eksistensi nazir, 
tim kerja yang solid untuk memaksimalkan 
hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf 
dikelola secara profesional, maka wakaf 
akan menjadi institusi keIslaman yang 
potensial. Karenanya, pengelolaan wakaf 
harus berdasarkan standar operasional 
perusahaan. (Hashmi, 1987:19) 
Manajemen wakaf harus 
menampilkan performa terbaik, agar dapat 
lebih memainkan peranan sosial 
ekonominya. Kemajuan atau kemunduran 
wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan 
wakaf yang profesional, bahkan menurut 
Muhammad Anas Zarqa‟ guru besar 
Universitas King Abdul Azis, nazirharus 
mengelola proyek-proyek wakaf pada 
sektor pembiayaan yang menguntungkan 
dan harus melihat investasi yang dapat 
memberi keuntungan yang tinggi serta 
berada dalam bentuk investasi yang 
diizinkan syariat. (Zarqa, 2016) 
Melihat dari pentingnya peranan 
nazirdalam kemajuan pengelolaan wakaf, 
peneliti tertarik meneliti sistem pengelolaan 
wakaf Yayasan Wakaf Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) Makassar jikalau dilihat  
eksistensi lembaga tersebut mulai tahun 
berdirinya yaitu 8 Februari 1953, hingga 
saat ini pengembangan dan pengoptimalan 
wakaf oleh Yayasan tersebut cukup pesat 
perkembangannya. Akan tetapi 
perkembangan wakaf yang cukup 
signifikan dimulai pada tahun 1994 dalam 
bentuk pilar usaha dana wakaf hingga 
sekarang. Untuk itu penulis mengajukan 
penelitian tentang Optimalisasi Penerapan 
Sistem Perwakafan dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Umat yang spesifik meneliti 
sistem pengelolaan wakaf pada yayasan 
Wakaf UMI Makassar. 
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Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Penelitian ini 
dimaksudkan untuk meneliti proses atau 
peristiwa yang ada di lapangan, 
menyelidiki sehingga nantinya dapat 
memperoleh gambaran keadaan obyek 
penelitian. Oleh karena itu penelitian ini 
bersifat deskriptif.Penelitian dekriptif 
bertujuan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang suatu lembaga, 
manusia yang menjadi obyek dari 
penelitian ini. 
Dilihat dari aspek sifat penelitian 
dimana penelitian ini akan menguji teori 
dari suatu obyek dan bagaimana realita 
yang ada dilapangan, maka aspek penelitian 
kualitatif juga diakomodir. Lokasi 
Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di 
Yayasan Universitas Muslim Indonesia, 
dimana fokus penelitian mengenai 
pengelolaan wakaf Yayasan Wakaf UMI 
Makassar. Agar hasil penelitian ini dapat 
menemukan pemahaman subtantif, 
komprehensif dan holistik menyangkut 
pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf 
UMI Makassar, maka pendekatan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: a). 
Pendekatan historis; b). Pendekatan 
sosiologis; c). Pendekatan Teologis-
Normatif; d). Pendekatan legal formal 
(yuridis). Dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data: 1. Interview, 2. 
Wawancara, dan 3. Dokumentasi. 
Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf 
Secara etimologi wakaf berasal dari 
bahasa Arab al-waqfbentuk masdardari  وَ وَ وَ  
 - فُ قِ وَ  - ا ً ْفوَ . Kata al-waqf semakna dengan 
al-habs bentuk masdar dari,  وَ وَ وَ  - فُ قِ  ْ- 
 ً  ْ وَ ا artinya menahan, mencegah.(Haq dan 
Anam, 1993:1) Berhenti atau diam di 
tempat atau berdiri atau penahanan. 
(Abdurrahman, 1990:5) Lafal waqf 
(pencegahan), tahbis (penahanan), tasbil 
(pendermaan untuk fi sabilillah) 
mempunyai pengertian yang sama. Wakaf 
menurut bahasa adalah menahan untuk 
berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa 
Arab dikatakan “waqaftu kaza ”, dan 
artinya „aku menahannya‟. (al-Kattani, 
2011:269) 
Dalam defenisi syara’ secara umum, 
wakaf adalah pemberian yang 
pelaksanaanya dilakukan dengan jalan 
menahan asal (tahbis al ashli), lalu 
menjadikan manfaatnya berlaku 
umum.Yang dimaksud tahbis al ashli ialah 
menahan barang yang diwakafkan itu agar 
tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, 
digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan cara 
pemanfaatannya adalah sesuai dengan 
kehendak pemberi wakaf (waqif) tanpa 
imbalan. (Tim Penyusun Direktorat 
Pengembangan Zakat dan Wakaf 
Kementerian Agama, 2004:1) 
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Secara eksplisit memang tidak 
didapatkan dalil yang menyebutkan kata 
wakaf di dalam Al-Qur'an, akan tetapi 
secara implisit dasar ajaran wakaf 
terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul 
karim diantaranya: QS. Ali „Imran [3]: 92, 
QS.al-Hajj [22]: 77, QS. al-Baqarah [2]: 
261, QS. al-Baqarah [2]: 267. Berdasarkan 
konteks al-Qur‟an wakaf sebagai sebuah 
amal kebaikan yang mana Allah telah 
menyerukan untuk melakukanya sebagai 
sesuatu amalan yang baik. 
Di dalam Al-Qur‟an memang tidak 
terdapat ayat yang secara eksplisit tentang 
wakaf. Walaupun demikian , bukan berarti 
tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat 
dipahami dan mengacu pada hal tersebut. 
Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami 
dan digunakan oleh para fuqaha sebagai 
dasar atau dalil yang mengacu pada 
masalah wakaf, yaitu: 
QS. Ali „Imran [3]: 92 
                
                
Terjemahnya: 
"Kamu tidak akan memperoleh 
kebajikan, sebelum kamu menafkahkan/ 
menginfakkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan, tentang hal itu sungguh, 
Allah maha mengetahui.”(Al-Qur’an 
dan terjemahannya, 2012:77) 
Kehujahan ayat di atas adalah 
kebaikan yang akan tergapai dengan wakaf. 
Hal ini, berdasarkan asbabun nuzul ayat di 
atas yaitu: riwayat bahwa Abu Talhah 
ketika mendengar ayat tersbut, beliau 
bergegas untuk mewakafkan sebagian harta 
yang ia cintai, yaitu Beiruha’ sebuah kebun 
yang terkenal dengan kesuburannya. 
Rasulullah telah menasihatinya agar ia 
menjadikan perkebunannya itu sebagai 
wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasihat 
Rasulullah tersebut. Abu Ubaid 
mengatakan bahwa walaupun kata infak 
dalam ayat diatas menunjukkan dari 
sunnah, namun umat Islam selalu 
dianjurkan untuk merealisasikan untuk 
mencapai tujuan infak tersebut. Dengan 
demikian, ayat diatas menjadi dalil atas 
diisyaratkannya wakaf. (Ubaid, 1991:552) 
Adapun hadis tentang wakaf yang 
secara umum bermaksud menjelaskan 
wakaf yang lebih implisit, di antaranya: 
Riwayat Muslim 
)) ةٍ ذَ ذَ ذَ  لْإِ إِ  لَّا إِ  نُ نُ ذَ ذَ  نُ لْإِ ذَ  ذَ ذَ ذَ لْإِا  نُا ذَ لْإِا إِ لْإِا  ذَا ذَ   ذَ إِ : لْإِ إِ  
 ةٍ ذَ إِا ذَ  ةٍ ذَ ذَ ذَ . إِ إِ  نُ ذَ ذَ لْإِ نُ  ةٍ لْإِ إِ  لْإِ ذَ  . نُ ذَا  نُ لْإِ ذَ  ةٍ إِا ذَ  ةٍ ذَا ذَ  لْإِ ذَ  .(( 
Artinya: "Apabila salah seorang manusia 
meninggal dunia, maka terputuslah segala 
amalannya kecuali tiga perkara; sedekah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan 
anak shalih yang selalu mendoakannya." 
(an-Naisaburi, 2008:84) 
Hadis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa perbuatan orang yang sudah 
meninggal dunia telah terputus amalannya, 
kecuali tiga masalah: 1). Pahala sedekah 
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jariyah (sedekah yang terus-menerus 
mengalir pahalanya); 2). Pahala ilmu yang 
bermanfaat yang diajarkan pada orang lain; 
dan 3). Doa anak saleh pada orang tuanya 
yang telah meninggal dunia.  Imam an-
Nawawi dan Azhar Basyir mengatakan 
bahwa “sadaqah al-jariyah” dalam hadis 
tersebut berkaitan dengan wakaf, pendapat 
ini sangat logis karena wakaf merupakan 
amal property yang terus-menerus mengalir 
pahalanya selama-lamanya, sekalipun ia 
telah meninggal dunia. (Kementerian 
Agama Republik Indonesia, 2013:31-32) 
Riwayat Bukhari 
 َّيِبَّنلا ىَتَأَف ،َرَبْيَخِب اًضْرَأ َباَصَأ ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع ْنَأ
 َاا ََف ،اَييِف  ُُرِمْأَت ْ َ  ََّم َ َ  ِ َْمَع ُ َّ  ىَّمَص : ،َِّ  َا  َُر ا َ
 يِدْنِع َسَفْنَأ ُّطَق ًلًاَم ْبِصُأ  َْل ،َرَبْيَخِب اًضْرَأ ُتْبَصَأ ي ِّنِإ
 َااَق   ِ ِ ُرُمْأَت اَمَف ، ُْنِم :(( اَيَمْصَأ َت ْ ََح َتْئِش ْنِإ
اَيِب َتْق َّدَصَت َ) .) َااَق : ُرَمُع اَيِب  َ َّدَصَتَف : َلً َ ُعا َُي َلً  َُّنَأ
 ،ىَبْر ُْلا يِف َ ،ِءاَر َُفْلا يِف اَيِب  َ َّدَصَت َ ،ُثَر ُي َلً َ ُبَه ُي
 َلً ،ِفْي َّضلا َ ،ِليِب َّ لا ِنْبا َ ،ِ َّ  ِليِب َ يِف َ ،ِباَقِّرلا يِف َ
  َِعْط ُ َ ،ِف ُرْعَمْلا ِ اَيْنِم َلُكْأ َ ْنَأ اَيَيِل َ ْنَم ىَمَع َحاَنُج
 لٍا ِّ َمَتُم َرْي َ . َااَق : َاا ََف ،َن ِري ِ َنْبا  ِ ِ ُت ْ َّدَحَف : َرْي َ
 ًااَم لٍلِّ َأَتُم
 
Artinya: 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di 
Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk meminta pendapat 
Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan 
berkata: "Wahai Rasulullah, aku 
mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku 
tidak pernah mendapatkan harta yang lebih 
bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan 
perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka 
Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu 
tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu 
dapat bershadaqah dengan (hasil buah) 
nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: 
"Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana 
tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga 
tidak diwariskan namun dia 
menshadaqahkannya untuk para faqir, 
kerabat, untuk membebaskan budak, fii 
sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 
tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang 
mengurusnya untuk memakan darinya 
dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk 
memberi makan orang lain bukan 
bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 
"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada 
Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru 
muta'atstsal maalan artinya tidak 
mengambil harta anak yatim untuk 
menggabungkannya dengan hartanya". (Al-
Bukhari, 2737:203) 
 
Kata-kata “habasta aslaha wa 
tashaddaqta biha” pada hadis ini 
mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan 
hukum dengan cara melepaskan hak 
kepemilikan atas suatu benda dan 
menyedekahkan manfaatnya untuk 
kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. 
Sampai hari ini, para Ulama setelah Nabi 
Muhammad telah ijma‟ tentang kebolehan 
wakaf hukumnya sunnah. Tidak satupun 
dari mereka mengingkari hal ini. 
(Rozalinda, 2015:20) 
Kompilasi hukum Islam merumuskan 
pengertian wakaf yang tertuang dalam 
Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 
pada Pasal 215 ayat (1): wakaf adalah 
“perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari benda miliknya 
dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan 
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ajaran Islam”. (Departemen Agama RI, 
1991:95) Pada definisi wakaf dalam 
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan wakaf 
berlaku untuk selama-lamanya. 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1)  
menyatakan bahwa: wakaf adalah 
“perbuatan hukum waqif untuk 
memisahkan dan atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah”. (Kementerian Agama, 2013:2)  
Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 
2004 ditambah perihal jangka waktu wakaf 
yang bisa untuk jangka waktu tertentu serta 
dibolehkannya wakaf dengan wasiat yang 
diatur pada pasal 24. Sedangkan pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf diperluas lagi berkaitan 
dengan harta benda wakaf (obyek wakaf) 
yang diatur dalam Pasal 15 yaitu jenis 
benda wakaf meliputi: a) benda tidak 
bergerak, b) benda bergerak selain uang; 
dan c) benda bergerak berupa uang. 
(Kementerian Agama, 2013:46) Dengan 
demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai 
adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 
kelompok orang dan lembaga atau badan 
hukum dalam bentuk tunai.Juga termasuk 
kedalam pengertian uang adalah surat-surat 
berharga, seperti saham, cek dan lainnya. 
(Tim Dirjen Bimas Islam dan 
Penyelengaraan Haji Depag-RI, 2005:5) 
Pembahasan 
Penggalangan dan Penghimpunan Dana 
wakaf pada Yayasan Wakaf Universitas 
Muslim Indonesia (UMI) Makassar 
Penggalangan Wakaf  Yayasan 
Wakaf UMI Makassar Merujuk pada 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf yang membahas ketetapan 
khusus tentang wakaf tunai maka Yayasan 
Wakaf UMI Makassar telah mengelola 
wakaf Tunai secara resmi dan terdaftar 
pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
sebagai nazir wakaf uang dengan Nomor 
Pendaftaran : 73.71.3.3.00001 pertanggal 
25 Juni 2013 berlaku sampai 25 Juni 2018. 
(http://bwi.or.id/index.php/en/tentang-
wakaf/data-wakaf/nazhir-wakaf-uang.html) 
Dengan ketetapan itu maka Yayasan Wakaf  
UMI Makassar resmi melakukan 
penggalangan dana wakaf dalam bentuk 
wakaf tunai (uang) dari masyarakat internal 
kampus dan masyarakat luar baik 
perorangan, maupun organisasi/ Badan 
Hukum yang ingin dengan tulus untuk 
bertindak sebagai waqif wakaf uang. 
Penggalangan dana melalui wakaf 
tunai juga dipraktekkan oleh lembaga 
pendidikan yang berada di Sulawesi-
Selatan, tepatnya pada Yayasan Wakaf 
Universitas Muslim Indonesia Makassar. 
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Penghimpunan dana wakaf tunai pada 
Yayasan Wakaf UMI Makassar sebenarnya 
sudah ada sejak tahun 1984 (Mughnisani 
dan Lutfi, 2015:98) 
Hingga terbitnya Undang-Undang 
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
sebagaimana termuat pada pasal 28 yaitu: 
“wakif dapat mewakafkan benda bergerak 
berupa uang melalui lembaga keuangan 
syariah yang ditunjuk oleh menteri”. Dalam 
pasal ini termuat bahwa adanya regulasi 
dilegalkannya wakaf uang/tunai. Ditambah 
juga pada pasal 9 poin (c) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa nazir meliputi: Badan hokum. 
(Kementerian Agama Republik Indonesia. 
“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf”, Bab. V, Pasal 9)  
Peneliti melihat pada pasal ini juga 
terbuka peluang Yayasan Wakaf UMI 
bertindak sebagai nazir serta dicantumkan 
pada Pasal 11 Undang-Undang  Nomor 41 
Tahun 2004 Pasal 11 Poin (b) menyatakan 
bahwa: “nazir mempunyai tugas: 
mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi 
dan peruntukannya”, pada pasal ini 
disebutkan bolehnya mengelola dan 
mengembangkan aset wakaf. Akan tetapi 
dasar utama Lembaga „Amil Zakat 
Yayasan Wakaf UMI mengajukan  
permohonan untuk didaftar sebagai nazir 
uang  yang mana pengelolaannya sekarang 
di bawah koordinator LAZ YW UMI ialah 
pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
yang menegaskan bahwa selain menerima 
zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat 
menerima infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya yang pada penjelasan 
pasal ini tertulis cukup jelas. (Presentase H. 
Rusjdin, SE.,MM., Ph.D (Direktur 
Lembaga Amil Zakat UMI Makassar), 
Jakarta tanggal 16 April 2013) 
Melihat peluang dalam penjelasan 
Pasal 28 Ayat 1 dikatakan dapat menerima 
dana sosial keagamaan lainnya serta di 
dukung peraturan Badan Wakaf Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 pasal 48 yang menyatakan 
bahwa: Badan Wakaf Indonesia 
berkedudukan di ibukota negara kesatuan 
Republik Indonesia dan dapat membentuk 
perwakilan di Provinsi dan/atau 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan, 
maka Yayasan Wakaf UMI dalam hal ini 
Lembaga Amil Zakat UMI Makassar 
termotivasi agar mendaftarkan diri menjadi 
nazir wakaf uang pada Badan Wakaf 
Indonesia. 
Secara jelas digambarkan dalam alur 
penghimpunan dan pendayagunaan wakaf 
uang LAZ Yayasan Wakaf UMI Makassar 
di bawah ini: 
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Gambar di atas menginformasikan bahwa 
LAZ YW UMI sebagai nazir, atas nama 
dan dibawah koordinasi Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) setempat bertindak 
memfasilitasi umat Islam baik perorangan, 
maupun organisasi/ badan hukum (wakif 
eksternal) dan segenap jajaran stakeholder 
Yayasan Wakaf UMI  (wakif/Muzakki 
Internal) yang ingin melaksanakan sunnah 
tabarru‟ kategori wakaf uang, dengan 
menyetor dananya melalui Bank Muamalat 
cabang Makassar dengan Nomor. 
Rekening:801.000.8696 minimal Rp. 
1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 
selanjutnya diinvestasikan, kemudian hasil 
investasinya didayagunakan sebagaimana 
tertera 10% untuk biaya operasional, 20% 
pengembangan SDM, 30% pengembangan 
sarana dan prasarana, dan 40% 
pengembangan ekonomi dan kesejahteraan 
umat. (H. Rusjdin, Direktur Lembaga Amil 
Zakat dan nazir Wakaf Uang, Yayasan 
Wakaf UMI Makassar, 16 agustus 2016). 
Adapun saldo kas dana wakaf tunai LAZ 
Yayasan Wakaf UMI Makassar 2016 yaitu:
 
Gambar 1 
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Saldo Kas dana wakaf Tunai LAZ YW UMI Makassar 2016. 
No Uraian Saldo Kas Jumlah 
1 Bank Muamalat  
 - Dana Wakaf Tunai 25.000.000 
 - Dana Operasional Nasir 20.000.000 
 - Bagi hasil & Bonus 10.125.943 
2 BMTU “Ukhuwah” 18.094.053 




Sumber: Laporan Tahunan Keuangan Yayasan Wakaf UMI 
Makassar 2014/2015 
 
Selain dari itu juga bahwa, 
penghimpunan dana wakaf tunai Yayasan 
Wakaf UMI sebenarnya sudah ada sejak 
tahun 1984 dan masih dalam ruang lingkup 
internal Yayasan Wakaf UMI Makassar 
yang bersumber dari mahasiswa lalu 
dimobilisasi sehingga mengalihkan 
sebagian infaq dan dana sosial keagamaan 
lainnya menjadi shadaqah jariah berupa 
wakaf tunai. Wakaf tunai tersebut diluar 
dari tunjangan SPP yang harus dibayar oleh 
mahasiswa.Jadi, selain wakaf benda tidak 
bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-
lain, Yayasan Wakaf UMI juga menerima 
wakaf benda bergerak seperti uang. Adapun 
penghimpunan dana tersebut ditempuh 
dengan 2 (dua) jalur:1). Sumbangan 
Pengembangan sarana akademik (SPSA); 
2).Dana pengembangan fakultas (DPF). 
Penerimaan dana wakaf tunai dari 
masing-masing fakultas akan dikelola 
menjadi satu oleh bagian administrasi 
Yayasan Wakaf UMI Makassar dan 
bekerjasama dengan lembaga keuangan 
syariah yaitu Bank Sulselbar Syariah. 
Wakaf tunai tersebut disimpan dalam 
rekening titipan (wadi’ah). Kemudian 
diperuntukkan untuk pengembangan sarana 
dan prasarana akademik yang merupakan 
bagian dari peningkatan mutu layanan bagi 
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mahasiswa di bidang pendidikan dan 
pengajaran serta bidang kemahasiswaan. 
(Laporan Tahunan Yayasan Wakaf UMI 
Makassar, 2014/2015:13) 
Berdasarkan SK Rektor Universitas 
Muslim Indonesia, dana SPSA dan DPF 
diambil dari mahasiswa baru yang dihitung 
bersamaan dengan SPP mahasiswa, dimana 
dana tersebut bervariasi jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan fakultas 
masing-masing. 
2. Ragam Pemberdayaan Pengelolaan 
Wakaf Yayasan UMI Makassar 
Yayasan Wakaf UMI (YW UMI) 
adalah salah satu contoh yang pengelolaan 
wakafnya sudah sangat berkembang dan 
maju. Yayasan Wakaf UMI adalah suatu 
badan yang menghimpun berbagai kegiatan 
seperti pendidikan, penelitian, pengabdian 
pada masyarakat, usaha, kesehatan dan 
sosial yang berlandaskan pada prinsip 
Islam. Selain itu, juga untuk memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan 
yang dirasa kurang memadai dalam 
kegiatan belajar mengajar. Terutama 
penambahan lokasi (tanah) dan gedung 
seiring dengan bertambahnya jumlah 
mahasiswa. 
Adapun macam pemberdayaan 
pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan 
Wakaf Universitas Muslim Indonesia 
(UMI) Makassar di antaranya: 
 
 
a. Dalam pilar Pendidikan  
Lembaga Pendidikan dan Persiapan 
(LPP) yang mengkoordinir sekolah tingkat 
Menengah yang dibina langsung oleh 
Yayasan Wakaf UMI Makassar, di 
antaranya:  a)  SMP LPP UMI Makassar;  
b) SMA LPP UMI Makassar;  c)  SMK 
LPP UMI Makassar.  
Sedangkan Lembaga Pendidikan 
(Pesantren) diluar Kota Makassar, di 
antaranya: a) Pesantren ”Darul Mukhlishin” 
Padanglampe, Pangkep; b) Pesantren 
”Wihdatul Ulum” Borisallo, Gowa; c) 
Pesantren ”Mizanul Ulum” Sanrobone, 
Takalar; d) Madrasah Ibtidaiyah (MIS) 
Cendana Hitam Kabupaten Luwu Timur. 
b. Dalam Pilar Usaha dan Dakwah 
Adapun pengembangan wakaf UMI 
Makassar dalam bentuk Pilar Usaha dan 
Dakwah yang tujuan akhirnya untuk 
menopang kegiatan aktivitas akademik 
kampus, diantaranya: 
1. Baitul Maal Wattamwil Ukhuwah 
(BMTU). Unit usaha ini merupakan 
lembaga keuangan non formal (swadaya 
masyarakat) yang beroperasi atas dasar 
syariah Islam dan mengelola dana untuk 
kesejahteraan umat melalui strategi 
pengembangan usaha serta zakat, infaq, 
shadaqah. BMTU diresmikan 
pengoperasiannya pada tanggal 15 Juli 
1995. Pembiayaan yang terealisasi 
penyalurannya pada tahun 2015 (januari-
juni) sebesar Rp. 4.694.810.000,- (empat 
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milyar enam ratus sembilan puluh empat 
delapan ratus sepuluh ribu rupiah). 
(Buku Laporan Tahunan Yayasan Wakaf 
UMI Makassar, 2014/2015:121-122) 
2. PT. Ukhuwah UMI Teknik; Merupakan 
salah satu badan usaha yang didirikan 
oleh Yayasan Badan Wakaf UMI yang 
bergerak dalam dunia konstruksi dan 
kontraktor bangunan, perumahan dan 
real estate berdasarkan akte pendirian 
Nomor 602 tanggal 21 Desember 1995. 
Capaian usaha realisasi usaha tahun 
2015 (periode Januari s/d Juni) sebesar 
Rp. 507.306.351,- (Buku Laporan 
Tahunan Yayasan Wakaf UMI 
Makassar, 2014/2015:123-126) 
3. PT. Ukhuwah UMI Bisnis; PT. Ukhuwah 
UMI Bisnis, unit usaha ini didirikan oleh 
Yayasan Badan Wakaf UMI, unit usaha 
ini bergerak pada dunia bisnis ekonomi 
yang didirikan pada tanggal 3 April 
1996. Adapun Laba tahun 2015 (periode 
januari s/d juni) Rp. 15.280.950,- ((Buku 
Laporan Tahunan Yayasan Wakaf UMI 
Makassar, 2014/2015:123-126) 
4. PT. Ukhuwah UMI Industri; PT 
Ukhuwah UMI Industri dikhususkan 
menangani bidang industri, didirikan 
pada tanggal 21 Desember 1995. Saat ini 
aktifitas perusahaan adalah  
memproduksi air minum dalam kemasan 
dan telah bersertifikasi dengan keluarnya 
SNI Nomor 01-3553-2006 dengan 
merek “Ukhuwah” dalam kemasan 
gallon, gelas, dan botol, produk air 
minum tersebut telah dipasarkan mulai 
dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI 
dan juga untuk masyarakat khususnya 
wilayah Sulawesi Selatan. Adapun Laba 
Tahun 2015 (periode Januari s/d Juni) 
Rp. 40.497.043,- 
5. PT.Umitoha Ukhuwah Grafika; 
Perusahaan ini merupakan usaha 
patungan  (kerjasama) antara Yayasan 
Badan Wakaf UMI Makassar dengan 
PT. Toha Putra Semarang dan diberi 
nama PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 
yang bergerak dalam bidang percetakan 
dan penerbitan pada tanggal 26  Tanggal 
7 Mei 1996. Realisasi laba tahun 2013 
(periode Januari s/d Juni) Rp. 
74.841.647,- 
6. Rumah Susun Sederhana 
(RUSUNAWA); Universitas Muslim 
Indonesia memperluas kerja samanya 
dengan pihak swasta, salah satu bukti 
nyata kerjasama tersebut adalah 
pembangunan Rumah Susun Sederhana 
Sewa (Rusunawa) Yayasan Wakaf  UMI 
merupakan bantuan lunak dari 
Kementerian Perumahan dan 
Pemukiman Rakyat Republik Indonesia. 
Pembangunannya dimulai pada 
pertengahan tahun 2004 dan selesai pada 
tahun 2005, dengan pemasukan 
sebanyak Rp. 74.200.000 (tujuh puluh 
empat juta dua ratus ribu rupiah), per-
tahun.  
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7. Lembaga Amil Zakat YW UMI 
Makassar; Lembaga Kajian, Advokasi 
dan Bantuan Hukum (LKABH). 
8. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 
Ukhuwah UMI, Dana pensiun UMI 
dilaunching pada tanggal 31 desember 
2013 yang di bawah otoritas jasa 
keungan (OJK), setelah mendapat izin 
dari departemen Keuangan RI. UMI 
merupakan PTS pertama di kawasan 
Indonesia Timur yang memberikan dana 
pensiun bagi Dosen dan karyawan. Dana 
tersebut dikelola oleh pihak Yayasan 
Wakaf UMI dengan nama Dana Pensiun 
Pemberi Kerja (DPPK) Ukhuwah UMI. 
Sampai tahun 2014/2015 kekayaan Dana 
Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 
Ukhuwah UMI sebesar Rp. 
9.094.178.966,- (Sembilan milyar 
Sembilan puluh empat juta seratus tujuh 
puluh delapan ribu Sembilan ratus enam 
puluh enam) dengan jumlah anggota 
1012 orang. 
c. Dalam Pilar Kesehatan  
Dalam pilar kesehatan Yayasan UMI 
Makassar mengembangkan aset wakafnya 
dalam bentuk rumah sakit kesehatan 
masyarakat yang bernama Rumah Sakit 
Ibnu Sina Makassar.Rumah Sakit “Ibnu 
Sina” YW-UMI merupakan rumah sakit 
umum swasta, yaitu eks rumah sakit “45” 
yang didirikan pada tahun 1988 
berdasarkan keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 
6783/DK-I/SK/TV.1/X/88, tanggal 05 
oktober 1988. Rumah sakit “Ibnu Sina” 
YW-UMI dibangun di atas tanah 18.008 m
2
 
dengan luas bangunan 12.025 m
2 
. 
3. Interpretasi kesusuaian pengelolaan 
wakaf di Yayasan Wakaf UMI dengan 
Undang-undang No. 41 tahun 2014 
Peneliti melihat bahwa Yayasan 
melakukan penggalangan dana dalam 
bentuk nomenklatur wakaf uang akan tetapi 
mereka membaginya dalam dua jalur 
kategori yaitu: 1). Sumbangan 
Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) 
dan 2). Dana Pengembangan Fakultas 
(DPF), yang keduanya mereka namakan 
sebagai wakaf tunai dan proses ini 
berlangsung sejak 1984, meskipun regulasi 
yang mengatur wakaf uang terbit pada 
tahun 2004 yayasan secara tidak langsung, 
telah melakukan penerimaan wakaf tunai 
dari pihak internal Yayasan. Melihat 
Yayasan kala itu bertindak sebagai nazir  
sesuai di Undang-Undang Wakaf Nomor 
41 Tahun 2004 Pasal 9 Poin (c) dan Pasal 
10 Poin (3) Sub (c) dimana disebutkan: 
Pasal 9 nazir meliputi (c). Badan Hukum, 
sedangkan Pasal 10 Poin (3) Badan Hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf 
c  hanya dapat menjadi nazir apabila 
memenuhi persyaratan: (c). Badan hukum 
yang bersangkutan bergerak dibidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam. 
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 Peran pihak Yayasan wakaf UMI 
sebelum adanya Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 sudah menjadi nazir secara 
tidak langsung, akan tetapi belum 
mendaftarkan diri sebagai nazir pada badan 
Wakaf Indonesia meskipun pada peraturan 
pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 1977 tentang perwakafan tanah 
milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 
3107) pada BAB I Ketentuan Umum  Pasal 
1 Poin (4) disebutkan nazir  adalah 
kelompok orang atau badan hukum yang 
diserahi tugas pemeliharaan dan 
pengurusan benda wakaf. Dalam peraturan 
ini semestinya pihak yayasan menempatkan 
diri dan mendaftarkan dirinya sebagai nazir  
dimana Peraturan Pemerintah ini telah ada 
sebelum penggalangan dana wakaf tunai 
dimulai yaitu tahun 1984, barulah pada 
tahun 2010 diusulkan dan terealisasi 
sebagai nazir  pada tahun 2013, namun 
yang bertindak sebagai nazir  adalah LAZ 
Yayasan Wakaf UMI Makassar.  
Adapun terkait dengan pengelolaan 
wakaf tunai oleh nazir  LAZ YW UMI 
bahwa secara garis besar mekanisme 
penerimaan wakaf tunai pada LAZ YW 
UMI telah diimplementasikan dalam 
internal dan eksternal, akan tetapi praktek 
penerimaan wakaf uang baik yang dikelola 
pihak yayasan maupun LAZ YW UMI 
belum mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 dimana disebutkan 
dalam pasal 28 yaitu: wakif dapat 
mewakafkan benda bergerak berupa uang 
melalui lembaga keuangan syariah 
penerima wakaf uang (LKS PWU) yang 
ditunjuk oleh menteri. Dimana lembaga 
keuangan yang ditunjuk oleh menteri 
melalui Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia di antaranya:  
1. Nomor 92 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank BNI; 
2. Nomor 93 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk; 
3. Nomor 95 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank Syariah Mandiri; 
4. Nomor 96 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank Mega Syariah Indonesia; 
5. Nomor 94 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank DKI Jakarta; selanjutnya 
diperbaharui  Nomor 14 Tahun 2010. 
(devisi Syariah) 
6. Nomor 80 Tahun 2010 Penetapan PT. 
Bank Tabungan Negara (persero); 
7. Nomor 81 Tahun 2008 Penetapan PT. 
Bank Pembangunan Daerah DI. 
Yoyakarta; Unit Usaha Syariah. 
8. Nomor 82 Tahun 2010 Penetapan 
PT.Bank Syariah Bukopin; 
9. Nomor 177 Tahun 2010 Penetapan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah; 
10. Nomor 178 Tahun 2010 Penetapan PT. 
Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Barat; 
11. Nomor 179 Tahun 2010 Penetapan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Riau; 
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12. Nomor 197 Tahun 2011 Penetapan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur. ( Kementerian Agama Republik 
Indonesia, 2013:99-149) 
Kesemua daftar bank tersebut, 
kecuali bank yang diluar pulau Sulawesi 
Pihak Yayasan tidak menyetorkan uangnya 
ke LKS PWU yang ditunjuk pihak 
pemerintah akan tetapi menyetorkan pada 
Bank Sulselbar Syariah dan BMT 
Ukhuwah UMI Makassar berupa setoran 
wakaf uang dari internal (mahasiswa) yang 
mereka kategorikan Sumbangan 
Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) 
dan Dana Pengembangan Fakultas (DPF), 
yang mereka sebut dengan wakaf uang 
pada masa itu. Barulah pada 2013 yang 
bertindak sebagai pengelola wakaf uang 
yang disetujui Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) yakni LAZ YW-UMI menyetorkan 
wakaf tunainya melalui bank Muamalat. 
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Dan Pengembangan Harta 
Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yaitu 
pada Pasal 5 Ayat (1) setoran wakaf uang 
dari wakif ditujukan kepada nazir  wakaf 
uang yang telah terdaftar pada BWI dan 
telah melakukan kontrak kerja sama dengan 
LKS-PWU. Peneliti juga ragu akan 
terpeliharanya aset wakaf uang pada 
Yayasan Wakaf UMI dikarenakan 
digabungnya wakaf uang dalam satu 
rekening tabungan, pada hal sesuai dengan 
esensi wakaf uang bahwa harus abadi, tidak 
terkecuali dana wakaf uang, dimana pada 
Pasal 11 Poin (a) dan (c): nazir  
mempunyai tugas, (a). melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, dan 
(c). mengawasi dan melindungi harta benda 
wakaf. 
Dalam hal ikrar wakaf, Pihak yayasan 
juga belum melakukan kerjasama dengan 
Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) yang mana melakukan pencatatan 
akta ikrar wakaf yang mana dijelaskan pada 
pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang wakaf yaitu: 1. Ikrar wakaf 
dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di 
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 
(dua) orang saksi. 2. Ikrar wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan 
serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh 
PPAIW. 
Lembaga Amil Zakat YW UMI 
dalam pengelolaan wakaf uang, dari segi 
penerimaan belum mengacu pada Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana 
pada penerimaan pada Pasal 29 Ayat (1) : 
Wakaf benda bergerak berupa uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan 
kehendak wakif yang dilaksanakan secara 
tertulis. Peneliti hanya menemukan Ikrar 
wakaf oleh wakif yang dibuat dalam format 
sendiri oleh LAZ YW UMI beda jauh/ 
tidak mengikuti contoh format yang 
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ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004. Serta tidak diterbitkannya 
sertifikat wakaf uang bagi wakif yang jelas-
jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Pasal 29 Ayat (2): Wakaf 
benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 
bentuk sertifikat wakaf uang. Hal ini juga 
diperkuat peraturan Badan Wakaf 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pada 
bagian kelima Pasal 6 Ayat (2) : wakif yang 
menyetor wakaf uang paling kurang Rp. 
1.000.000 (satu juta rupiah) akan 
memperoleh sertifikat wakaf uang. 
 Pada proses pengelolaan, pihak 
LAZ YW UMI maupun Pihak Yayasan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 yaitu telah diproduktifkan 
pengelolaan dan pengembangannya sesuai 
Pasal 43 Ayat (2) : Pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf 
sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara 
Produktif. Perihal pengelolaan Pihak LAZ 
YW UMI peneliti melihat LAZ YW UMI 
melakukan pengembangan dana wakaf 
dalam hal investasi, disebutkan pada 
Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Bab 
V Investasi Wakaf Uang Pada Pasal 10 ayat 
(2): Investasi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah investasi 
pada proyek-proyek yang dikelola oleh 
nazir. Pihak yayasan menginvestasikan 
dana wakafnya untuk proyek-proyek yang 
dikelola oleh pihak Yayasan sebagaimana 
yang dijabarkan dalam pilar bisnis YW 
UMI Makassar. Di samping itu peruntukan 
harta benda wakaf oleh pihak Yayasan 
diperuntukkan kepada kegiatan pendidikan 
dan kesehatan sesuai dengan Pasal 22 Poin 
(b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 menyebutkan bahwa, dalam 
rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, 
harta benda wakaf hanya dapat 
diperuntukkan bagi: (b). sarana dan 
kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c). 
Bantuan kepada fakir miskin, anak 
terlantar, yatim piatu, beasiswa, serta (d) 
Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. 
Jikalau dilihat implementasi peruntukan 
wakaf pada yayasan UMI Makassar hanya 
menyentuh sarana dan kegiatan pendidikan, 
kesehatan dan juga beasiswa, sehingga 
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar 
serta yatim piatu, peningkatan ekonomi 
umat belum terlihat sampai sekarang. Dari 
segi penerimaan hasil investasi wakaf 
peneliti menyimpulkan bahwa pihak 
yayasan yang bertindak sebagai nazir tidak 
menerima imbalan yang dimana batasannya 
disebutkan tidak melebihi 10 %, perihal 
tersebut dijelaskan pada Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf yaitu: Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 
nazirdapat menerima imbalan dari hasil 
bersihatas pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf yang besarnya tidak 
melebihi 10% (sepuluh persen). 
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(Kementerian Agama Republik Indonesia, 
2013:6) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang wakaf haruslah menjadi acuan 
bagi Yayasan Wakaf UMI Makassar untuk 
lebih profesional dan lebih gencar dalam 
sosialisasi produk wakaf yang diterima 
serta dalam penyalurannya. Profesionalitas 
manajemen lembaga yang berdiri sejak 
1953 hingga sekarang haruslah tampak 
progress perkembangannya.Umur Yayasan 
hingga saat ini 63 Tahun bukan tidak 
mungkin profesialisme seharusnya tampak 
lebih maju seiring berjalannya 
waktu.Profesionalitas manajemen lembaga 
sangat dituntut untuk lebih memahami 
eksistensi keuangan syariah sebagai partner 
dalam penerimaan wakaf tunai.Melalui 
lembaga keuangan syariah jaminan 
keamanan bagi donatur untuk mewakafkan 
harta atau uang miliknya semata-mata 
untuk kepentingan ibadah dan sosial serta 
memajukan kesejahteraan umum dapat 
terjaga sehingga amal jariyah bagi wakif 
dapat mengalir selama-lamanya. 
Kurangnya pengetahuan pihak 
internal menyebabkan stagnannya 
penyaluran dana wakaf tunai yang hanya 
bermuara kepada aspek pendidikan dan 
ibadah saja. Padahal penting dalam 
distribusi manfaat dana wakaf tunai  
menyentuh aspek-aspek ekonomi, investasi 
jangka pendek dalam bentuk mikro, 
bantuan usaha kecil dan produk investasi 
lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam 
pedoman pengelolaan dan pengembangan 
Kementerian Agama Republik Indonesia, 
sehingga nantinya tujuan dan fungsi wakaf 
dapat terasa oleh masyarakat umum yang 
tergolong kurang mampu, bukan hanya 
dinikmati oleh kalangan internal saja. 
Evaluasi perlu untuk selalu dilakukan 
terhadap sistem atau mekanisme, kinerja, 
serta operasional dalam manajemen wakaf, 
karena bagaimanapun wakaf memiliki 
peran yang sangat strategis dalam 
pembangunan ekonomi, apalagi dengan 
munculnya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 ini akan memperluas lagi 
instrument lembaga keuangan syariah, yang 
mampu bertahan dalam krisis ekonomi, 
serta mampu menggerakkan roda 
perekonomian nasional. 
Penutup  
Setelah diuraikan Berdasarkan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka 
kesimpulan aktivitas wakaf pada Yayasan 
Wakaf Universitas Muslim Indonesia 
(UMI) Makassar, maka penulis dapat 
menarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: Pertama, Penggalangan dana 
wakaf pada yayasan wakaf UMI Makassar 
dilakukan dengan wakaf tunai yang mana 
telah berlangsung lama yang berasal dari 
pihak internal Yayasan yakni dari kalangan 
mahasiswa, dosen dan karyawan. Barulah 
pada tahun 2013 agak mengalami progress 
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yaitu dari segi pendaftaran sebagai nazir 
wakaf pada BWI yang mana Lembaga 
Amil Zakat disahkan sebagai penerima dan 
pengelola wakaf uang. Pengelolaan wakaf 
pada Yayasan Wakaf UMI masih terkesan 
dikelola secara semi profesional, pihak 
Yayasan Wakaf UMI sebagai nazir  masih 
mengelola harta wakafnya untuk kalangan 
internal/pengembangan lembaga 
pendidikan Yayasan. Kedua, 
Pengembangan aset-aset wakaf yang ada 
pada Yayasan sudah mengarah kepada 
produktif, dimana dana-dana serta aset-aset 
dikembangkan dan mulai diinvestasikan 
dalam bentuk proyek-proyek bisnis dan 
usaha-usaha serta bidang kesehatan yang 
nantinya dapat menambah income 
pendapatan Yayasan bukan hanya terkesan 
konsumtif. Hanya saja pihak Yayasan perlu 
meningkatkan pengelolaan harta wakafnya 
dari segi administrasi dan publikasi dari 
hasil produktifitas aset wakaf baik berupa 
benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak, karena wakaf memiliki nilai 
pertanggung jawaban, keadilan dan amanah 
agar sejalan dengan prinsip dasar Yayasan 
yaitu, amanah, fathonah, tablig dan 
shiddiq, sehingga nantinya pahala sadaqah 
jariah akan terus mengalir kepada si wakif. 
Ketiga, Pengelolaan wakaf pada Yayasan 
Wakaf UMI Makassar secara garis besar 
sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 dan telah 
dimplementasikan, akan tetapi belum 
sepenuhnya mengacu pada Undang-
Undang dikarenakan kurangnya 
pengadministrasian aset-aset wakaf, baik 
sertifikat harta wakaf maupun sertifikat 
wakaf uang yang seharusnya harus 
dilindungi diawasi, mengurus dokumen-
dokumen. Adanya Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 harusnya mempunyai 
dampak khusus bagi Yayasan Wakaf UMI 
Makassar untuk lebih profesional baik dari 
segi administrasi, kepengurusan serta 
penyalurannya yang harus menyentuh 
masyarakat umum. Tak lupa juga bahwa 
esensitas lembaga keuangan syariah yang 
diakui oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai 
partner pengelola dana wakaf sehingga 
nantinya dapat lebih memberi keamanan 
bagi donatur untuk mewakafkan hartanya 
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